
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Uang melmelgang pelranan pelnti lng dalam kelhi ldupan manusi la karelna uang melrupakan alat 

pelmbayaran yang sah di lgunakan olelh masyarakat modelrn di l duni la untuk melmelnuhi l kelbutuhan 

selhari l-hari l. Selmaki ln pelnti lng dan di lbutuhkannya juga uang, maka keljahatan yang melmanfaatkan 

uang pun selmaki ln banyak telrjadi l. Sellai ln dapat melrugi lkan pi lhak masyarakat, dampak pali lng utama 

yang dapat di lti lmbulkan dari l keljahatan i lni l adalah dapat melngancam kondi lsi l moneltelr dan 

pelrelkonomi lan nasi lonal. Sellai ln i ltu, dapat pula telrjadi l dampak telrhadap kelpelnti lngan nelgara yai ltu 

dapat hi llangnya kelpelrcayaan masyarakat telrhadap pelmelri lntah dan mata uang rupi lah i ltu selndi lri l.1  

Dalam hal melni lndak lanjutil keljahatan telrhadap uang palsu, maka kelbi ljakan melngelnai l 

larangan pelreldaran uang palsu juga di llakukan olelh aparat pelnelgak hukum. Sellai ln KUHP, uang 

palsu juga di l atur dil dalam undang-undang lai ln yang belrsi lfat khusus. Tujuan pelrumusan undang-

undang telrselbut di llakukan untuk melmi lni lmali lsi lr keljahatan telrhadap pelreldaran uang palsu yang 

telrjadi l di l kalangan masyarakat.2 

Adanya keljahatan pelreldaran uang palsu telrselbut melnandakan bahwa kurangnya kelsadaran 

hukum pellaku, maka untuk melnyadarkan kelsadaran hukum pellaku telrselbut haruslah di lkelnakan 

sanksi l yang melngatur telntang ti lndak pi ldana telrselbut agar melmbelri lkan elfelk jelra kelpada pellaku 

karelna ti ldak melnutup kelmungki lnan bahwa pelreldaran akan telrus telrjadi l pelran uang yang pelnti lng 

tellah melnumbuhkan keli lngi lnan manusi la untuk melmi lli lkil uang selbanyak-banyaknya ti ldak seldi lki lt 

 
1 Ike Setyarini, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana 

Peredaran Uang Palsu, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universiitas Brawijaya, 2014, hlm. 4. 
2 Poniman, Kebijakan Penal Dalam Penanggulangan Peredaran Uang Palsu, Parama Publishing, Jakarta, 

2017, hlm. 37. 



cara-cara untuk melmpelrolelh uang di llakukan delngan cara mellawan hukum. Keljahatan-keljahatan 

belrupa pelncuri lan, pelnggellapan, pelni lpuan, korupsi l, melmalsukan uang, dan melngeldarkan uang 

palsu adalah cara-cara celpat untuk melndapatkan uang selbanyak-banyaknya.3 

Tilndak pi ldana pelreldaran uang palsu selndi lri l di latur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2011 Telntang Mata Uang. Dan pasal 36 ayat (2) Selti lap orang yang melnyi lmpan selcara fi lsi lk delngan 

cara apa pun yang di lkeltahui lnya melrupakan rupi lah palsu selbagai lmana di lmaksud dalam pasal 26 

ayat (2) di lpi ldana delngan pi ldana pelnjara pali lng lama 10 (selpuluh) tahun dan pi ldana delnda pali lng 

banyak Rp10.000.000.000,00 (selpuluh mi lli lar rupi lah). 

Pelrmasalahan telntang pelreldaran uang palsu harus selgelra melndapatkan pelnanganan yang 

selri lus, melngi lngat uang melrupakan alat yang vi ltal bagi l kelhi ldupan selhari l-hari l. di lpelrlukan adanya 

suatu upaya pelnelgakan hukum yang adi ll dan selsuai l delngan ti lndakan pelmalsuan dan pelreldaran 

uang palsu yang di llakukan masyarakat dalam belntuk strata apapun.4 

Pelmalsuan uang kelrtas di llakukan delngan cara pelni lruan (contelrfeli lti lng). Ti lndakan melni lru 

mata uang delngan maksud untuk melngeldarkan atau melnyuruh melngeldarkannya selolah-olah uang 

telrselbut asli l melrupakan suatu ti lndak keljahatan belrat yang dapat di lkelnai l hukuman pi ldana.5 

Pelrbuatan dari l telrdakwa telrselbut telrdapat unsur kelselngajaan belrsi lfat tujuan, dalam hal i lnil adalah 

telrdakwa dapat di lpelrtanggung jawabkan dan mudah di lmelngelrti l olelh khalayak ramai l. Hal i lni l 

belrarti l pelrbuatan dari lpada telrdakwa belnar-belnar melnghelndaki l melncapai l suatu aki lbat.6 

Haki lm waji lb melmutuskan hukuman yang seladi ll-adi llnya telrhadap pellaku tilndak pi ldana 

pelmalsuan dan pelreldaran uang palsu selsuai l delngan Undang-undang yang belrlaku, yang telrmasuk 

 
3 Solikin Suseno, Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Bank Indonesia, 

Jakarta, 2005, hlm. 11. 
4 Ike Setyarini, Op Cit., hlm. 4. 
5 Eddi Wibowo et.all, 2004, Hukum dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaruan Adminstrasi Publik 

Indonesia, Yogyakarta, hlm. 130-132. 
6 Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Bina 

Aksara, hlm. 46. 



dalam hukum posi lti lf Ilndonelsi la. Dalam hukum acara pi ldana, pelnjatuhan putusan akhi lr atas suatu 

pelrkara ti lndak pi ldana di lselrahkan kelpada haki lm dan haki lm waji lb melmutuskan hukuman yang 

seladi ll-adi llnya telrhadap pellaku ti lndak pi ldana. Belgi ltu juga delngan ti lndak pi ldana pelreldaran uang 

palsu, haki lm waji lb melmutuskan hukuman selcara adi ll dan selsuai l delngan Undang-undang yang 

belrlaku dan yang telrmasuk dalam hukum posi ltilf Ilndonelsi la. 

Haki lm akan melnjatuhkan putusannya belrdasarkan pada pelmbukti lan selcara hukum 

di ltambah delngan kelyaki lnannya. Ildelalnya, suatu putusan haki lm akan melmbelri lkan keladi llan untuk 

selmua pi lhak, bahkan selkali lgus melmbelri lkan kelmanfaatan dan kelpasti lan hukum. Dalam Pasal 8 

ayat 2 Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Telntang Kelkuasaan Kelhaki lman, di lselbutkan bahwa 

dalam melmpelrti lmbangkan belrat ri lngannya pi ldana, haki lm waji lb melmpelrti lmbangkan pula si lfat 

yang bai lk dan jahat dari l telrdakwa, delngan harapan putusan yang diljatuhkan olelh haki lm selsuai l dan 

adi ll delngan kelsalahan yang di llakukannya. 

 Pelnelrapan belrat ri lngannya pi ldana yang di ljatuhkan telntu bagil selorang haki lm dilselsuai lkan 

delngan apa yang melnjadi l motilvasi l dan aki lbat pelrbuatan si l pellaku, khususnya dalam pelnelrapan 

jelni ls pildana pelnjara, namun dalam hal Undang-undang telrtelntu tellah melngatur selcara normati lf 

telntang pasal-pasal telrtelntu telntang pelmi ldanaan delngan ancaman mi lni lmal selpelrti l di latur dalam 

Undang-undang.7 Salah satu contoh kasus yang telrjadi l pada putusan Nomor 

37Pild.B/2024/PN/Smn (Pelngadi llan Nelgelri l Slelman Yogyakarta). Telntang ti lndak pi ldana pelreldaran 

uang palsu yang di l lakukan olelh telrdakwa Ilntan Dzi lkrotul Maqmunah Als Ghani l Bi lnti l Muhammad 

Sujud.  

 
7 Ike Setyarini, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana 

Peredaran Uang Palsu, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universiitas Brawijaya, 2014, hlm. 5. 

 



Bahwa pada tanggal 27 Novelmbelr 2023 selki ltar jam 11.45 wi lb telrdakwa Ilntan Dzi lkrotul 

Maqmunah melnghubungi l saudara Juan (DPO) dan sellanjutnya melmbelli l 11 (selbellas) lelmbar uang 

palsu pelcahan selratus ri lbuan delngan harga Rp. 300.000, (ti lga ratus ri lbu rupi lah) dari l saudara Juan 

(DPO), dan atas pelmbelli lan telrselbut telrdakwa melmbayarnya delngan melntransfelr uang selbelsar Rp. 

300.000,00 (ti lga ratus ri lbu) kelpada saudara. Juan (DPO) mellalui l M-Banki lng Bank BCA No 

relkelni lng 0374950556 an. Ilntan Dzi lkrotul Maqmunah kel Gopay Customelr Andi l Syahputra / Juan. 

 Bahwa pada tanggal 29 Novelmbelr 2023, Kelti lka telrdakwa belrada di ltelmpat kostnya di l 

Jl.Kokosan 160 Rt.06 Rw. 010 Sanggrahan, Condongcatur, Delpok, Slelman, telrdakwa melnelri lma 

pakelt 11 (selbellas) lelmbar uang palsu pelcahan selratus ri lbuan, dan sellanjutnya telrdakwa 

melnyi lmpannya di l dalam tasnya selrta melmbawanya kel telmpat kelrjanya di l di l Tobelko Shop, 

Condongcatur, Delpok, Slelman, namun pelrbuatan telrdakwa di lkeltahui l olelh yang belrwaji lb, selhi lngga 

kelmudi lan telrdakwa belselrta barang bukti l belrupa 11 (selbellas) lelmbar uang palsu pelcahan selratus 

ri lbuan di lamankan olelh yang belrwaji lb untuk di lprosels lelbi lh lanjut. 

Bahwa selsuai l Surat dari l Kantor Pelrwaki llan Bank Ilndonelsi la Daelrah Ilsti lmelwa Yogyakarta 

No. 25/11141/YK/Srt/B Tanggal 6 Delselmbelr 2023 pelri lhal Hasi ll Pelnelli lti lan atas Barang Bukti l, 

selbagai l belri lkut : Anali lsa Laboratori lum Pelcahan : Rp. 100.000,00 TEl 2022, Jelni ls uang : Kelrtas 

Nomor Selri l yang di lselrahkan untuk diltelli lti l : TAY590815 (7 lelmbar), TAY5908181 (1 lelmbar), 

BElT497278 (1 lelmbar), BElEl497999 (1 lelmbar). Belrdasarkan hasi ll pelmelri lksaan Laboratrori ls 

telrhadap uang pelcahan Rp. 100.000,00 TEl 2022 delngan nomor selri l telrselbut dilsi lmpulkan bahwa 

uang telrselbut Ti ldak Asli l. Pelrbuatan telrdakwa selbagai lmana di latur dan di lancam pi ldana dalam Pasal 

36 ayat (2) Undang-Undang RIl Nomor 7 Tahun 2011 Telntang Mata Uang.8 

 
8 Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 37/Pid.B/2024/PN/Smn. hlm. 4. 



Belrdasarkan putusan pelngadi llan nelgelri l slelman delngan Nomor 37/Pild.B/2024/PN/Smn 

bahwa telrdakwa Ilntan Dzi lkrotul Maqmunah Als Ghani l Bi lnti l Muhammad Sujud telrbukti l selcara 

sah melyaki lnkan belrsalah mellakukan ti lndak pi ldana melnyi lmpan selcara fi lsi lk delngan cara apapun 

yang di lkeltahui lnya melrupakan rupi lah palsu selbagai lmana dalam dakwaan altelrnati lf kelsatu, keldua 

melnjatuhkan pi ldana kelpada telrdakwa olelh karelna iltu delngan pi ldana pelnjara sellama 10 (selpuluh) 

bulan dan pi ldana delnda seljumlah Rp100.000.000,00 (Selratus Juta Rupilah) delngan keltelntuan 

apabi lla pi ldana delnda telrselbut ti ldak dilbayar di lganti l delngan pi ldana kurungan sellama 1 (satu) 

bulan.9 Dan juga telrdapat di lspari ltas telrhadap pelnjatuhan hukuman yang telrlalu jauh dari l aturan 

hukum. 

Belrdasarkan urai lan di latas, pelnuli ls telrtari lk untuk mellakukan pelnelli lti lan yang belrjudul 

Analisi Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Penelitian Nomor. 

37/Pid.B/2024/PN/Smn). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagai lmanakah pelrli lndungan hukum telrhadap ti lndak pi ldana pelreldaran uang palsu? 

2. Bagaimanakah yang melnjadi l dasar pelrti lmbangan haki lm dalam melnjatuhkan putusan ti lndak 

pi ldana pelreldaran uang palsu pada putusan Nomor. 37/Pild.B/2024/PN/Smn? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Pelnelli lti lan 

Belrdasarkan Rumusan Masalah di l atas, maka tujuan dalam pelnelli lti lan i lni l adalah: 

a Untuk melngeltahui l dan melnjellaskan pelngaturan telntang pelrli lndungan hukum telrhadap ti lndak 

pi ldana pelreldaran mata uang. 

 
9 Ibid. hlm. 5-6. 



b Untuk melngeltahui l dan melnganali lsi ls apa yang melnjadi l dasar pelrti lmbangan haki lm dalam 

melnjatuhkan putusan ti lndak pi ldana pelreldaran uang palsu pada putusan Nomor. 

37/Pild.B/2024/PN/Smn. 

2. Manfaat Pelnelli lti lan 

a Selgi l Telori lti ls : Pelnelli lti lan i lnil di lharapkan dapat melmpelrkaya khazana i llmu pelngeltahuan khususnya 

i llmu hukum. 

b Selgi l Prakti ls : Melnambah wawasan bagi l pelnelli lti l sellanjutnya, Khususnya dalam upaya yang dapat 

di llakukan dalam melnangani l ti lndak pi ldana pelreldaran uang palsu.   

D. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar pelmbahasan dalam melnganali lsi ls pelnelli lti lan i lni l tildak melngalami l elkspansi l atau 

pelngelmbangan kontelks maka pelmbatasan pelrmasalahan i lni l di lbuat delngan tujuan agar 

pelmbahasan lelbi lh belrfokus dan spelsi lfi lk agar pelmbahasan dalam pelnelli lti lan i lni l lelbilh telrarah pada 

suatu pelrspelkti lf yang melndalam maka ruang li lngkup pelnelli lti lan i lni l belrfokus pada ti lndak pi ldana 

pelreldaran mata uang palsu yang telrjadi l di l dalam masyarakat pada putusan Nomor. 

37/Pild.B/2024/PN/Smn. 

E. Penelitian Terdahulu 

 

 Pelnelli lti lan telrdahulu telrmasuk selbuah relfelrelnsi l dasar saat mellakukan suatu pelngkaji lan dan 

melmpunyai l pelranan guna melmpelrluas telori l yang helndak di lgunakan pada pelngkaji lan yang helndak 

di llaksanakan. Karelna pelnelli lti lan telrdahulu melmi llilki l fungsil untuk melmpelrluas dan melmpelrdalam 

telori l yang akan di l pakai l dalam kaji lan pelnelli lti lan yang akan di llakukan. Belri lkut belbelrapa pelnelli lti lan 

telrdahulu yang belrkai ltan delngan pelnelli lti lan yang helndak di llakukan: 



Pelrtama, pelnelli lti lan yang di llakukan olelh Muhammad Safeli l, Ri lzki l Auli la Nanda (2024)10 

yang belrjudul “Eldukasi l pelnanggulangan ti lndak pi ldana pelreldaran uang palsu”. Mahasi lswa fakultas 

hukum unilvelrsi ltas buana pelrjuangan karawang, Pelnellilti lan i lni l belrtujuan untuk melmbelri lkan 

eldukasi l telntang ti lndak keljahatan pelreldaran uang palsu yang melrugi lkan masyarakat. Pelrsamaan 

pelnelli lti lan i lnil adalah melni lnjau masalah telntang aturan hukum melngelnai l pelreldaran mata uang 

palsu, pelrbeldaannya i lalah pelnelli lti lan i lni l melnggunakan meltodel yuri ldi ls elmpi lri ls seldangkan 

pelnelli lti lan yang akan pelnuli ls tellilti l melnggunakan yuri ldi ls normati lf. 

Keldua, pelnelli lti lan yang di llakukan olelh Muhammad Ilchsanul (2021)11 yang belrjudul “ Studil 

telntang larangan pelreldaran uang palsu melnurut pasal 244 dan 245 KHUP selrta upaya bank 

i lndonelsi la dalam melnanggulangi lnya, Mahasi lswa fakultas hukum atma jaya yogyakarta, Pelnelli lti lan 

i lni l belrtujuanuntuk melngeltahui l keltelntuan pi ldana melngeldarkan mata uang palsu dalam psala 244 

dan 245 kuhp dan upaya bank i lndonelsi la untuk melnaggulangi l belreldarnya uang palsu. Pelrsamaan 

pelnelli lti lan i lni l adalah melni lnjau masalah telntang aturan hukum melngelnai l pelreldaran  uang palsu. 

Pelrbeldaanya i lalah pelnelli lti lan i lni l melnggunakan hanya melnggunakan pasal 244 dan 245 KUHP, 

seldangkan pelnelli lti l juga melnggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Telntang Mata Uang. 

Kelti lga, pelnelli lti lan yang di llakukan olelh Sarah Marelty Camelli la, Si lswantari l Prati lwi l, Loui lsa 

Y.K (2019)12 yang belrjudul “Pelnelrapan saknsi l pi ldana telrhadap pellaku ti lndak pi ldana pelreldaran 

uang palsu 381/PIlD.B/2024/PN.JKT.TIlM)”. Mahasi lswa fakultas hukum uni lvelrsi ltas kri lsnadwi l 

payama, Pelnelli lti lan i lni l belrtujuan melngeltahui l pelnjatuhan hukuman bagi l pellaku ti lndak pi ldana 

 
10 Muhammad Safei, Edukasi Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu, Abdima Jurnal 

Pengabdian Mahasiswa, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm 1. 
11 Muhammad Ichsanul, Studi Penelitian Tentang Larangan peredaran Uang Palsu Menurut Pasal 244 dan 

245 KUHP Serta Upaya Bank Indonesia Dalam Menanggulanginya, Eprints. Unika, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm 1 
12 Sarah Marety Camelia dkk, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Uang 

Palsu 381/PID.B/2024/PN.JKT.TIM, Jurnal Krisna Law, Vol.1 No.3, 2019, hlm. 1. 



pelreldaran mata uang palsu. Pelrsamaan pelnelli lti lan i lnil sama-sama melnggunakan meltodel normati lf, 

pelrbeldaan pelnelli lti lan i lni l i lalah nomor dan studi l putusan kasus yang belrbelda. 

F. Tinjauan Pustaka 

 

1. Pengertian Tindak Pidana  

 Ilndonelsi la adalah nelgara hukum (relchstaat), bukan nelgara kelkuasaan (maachstaat), 

delmi lki lan di ltelntukan dalam UUD 1945. Salah selorang ahli l yang belrjasa dalam melngelmukakan 

konselpsi l nelgara hukum, F.J. Stahl, melnyatakan  ”Nelgara harus melnjadi l nelgara hukum” i ltulah 

selmboyan dan selbelnarnya juga melnjadi l daya pelndorong pelrkelmbangan pada zaman baru i lni l. 

Nelgara harus melnelntukan selcelrmat-celrmatnya jalan-jalan dan batas-batas kelgi latannya 

selbagai lmana li lngkungan (suasana) kelbelbasan warga nelgara melnurut hukum i ltu dan harus 

melnjami ln suasana kelbelbasan i ltu tanpa dapat di ltelmbus13. 

 Ilsti llah ti lndak pi ldana pada dasarnya melrupakan telrjelmahan dari l bahasa Bellanda Strafbaar 

feli lt yang melmi lli lkil banyak i lstillah lai ln yai ltu delli lk, pelri lsti lwa pi ldana, pelrbuatan pi ldana, pelrbuatan-

pelrbuatan yang dapat di lhukum, hal yang di lancam delngan hukum, pelrbuatan-pelrbuatan yang 

di lancam delngan hukum, dan ti lndak pi ldana. Melnurut Moelljatno ti lndak pi ldana adalah pelrbuatan 

yang di llarang olelh suatu aturan hukum, larangan mana di lselrtai l ancaman atau sanksi l yang belrupa 

pi ldana telrtelntu, bagi l barangsi lapa mellanggar larangan telrselbut.14 

2. Pengertain Uang Palsu 

Mata uang yang belrlaku di l Ilndonelsi la di latur dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 

telntang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang 

melngatakan bahwa mata uang Nelgara Kelsatuan Relpublilk Ilndonelsi la adalah Rupi lah. Rupilah 

 
13 Marlio Sastro dan Nuribadah, Perizinan Partisipasi Publik dalam Perspektif Hukum, hlm. 8. 
14 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 69. 



melmi llilki l ci lri l pada selti lap rupi lah yang di lteltapkan delngan tujuan untuk melnunjukkan i ldelnti ltas, 

melmbeldakan harga atau ni llai l nomilnal, dan melngamankan rupi lah telrselbut dari l upaya pelmalsuan. 

Uang palsu adalah mata uang i lmi ltasil yang di lproduksi l tanpa pelngelsahan selcara hukum dari l 

nelgara atau pelmelri lntah. Pelmbuatan, pelnggunaan, dan pelngeldaran uang palsu sangat belrbahaya 

bagi l pelrelkonomi lan suatu nelgara. Bai lk dalam skala pasar yang belrselntuhan langsung delngan 

masyarakat maupun skala belsar selpelrti l telrjadi lnya i lnflasi l. Untuk melncelgahnya, sosi lali lsasi l harus 

telrus di llakukan kelpada selti lap lapi lsan dan ellelmeln masyarakat, telrmasuk warga delsa. Warga delsa 

yang melngalami l banyak hambatan dalam melngaksels i lnformasi l akan delngan mudah melnjadi l targelt 

pelreldaran uang palsu.  

Uang palsu adalah mata uang i lmi ltasil yang di lproduksi l tanpa pelngelsahan selcara hukum dari l 

nelgara atau pelmelri lntah. Melmproduksi l atau melnggunakan uang palsu melrupakan suatu belntuk 

pelni lpuan atau pelmalsuan. Pelmalsuan uang hampi lr sama tuanya delngan elksi lstelnsi l uang i ltu selndi lri l. 

Pelreldaran uang palsu sangat melrugi lkan selbuah nelgara. Dampaknya ti ldak telrbatas pada pelrputaran 

pasar, namun juga akan sangat melrugi lkan pelmelri lntah. Pelmelri lntah Ilndonelsi la selndi lri l, mellalui l bank 

i lndonelsi la, telrus gelncar melnsosi lali lsasi lkan cara melngelnali l uang baru kelpada selluruh lapi lsan 

masyarakat, ti ldak hanya lapi lsan telrtelntu. Karelna selmua lapi lsan masyarakat teltap telrli lbat dalam 

prosels pelrelkonomi lan 

 Cilri l khusus yang ada dalam rupi lah di latur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Undang-Undang 

Mata Uang di lmana ci lri l khusus i lnil di lmaksudkan selbagai l pelngaman dan telrdapat dalam delsai ln, 

bahan dan telkni lk celtak rupi lah telrselbut. Adapun si lfat dari l ci lri l khusus i lni l belrsi lfat telrbuka, selmi l 

telrtutup, dan telrtutup.Pelmbuatan dan pelngeldaran uang rupi lah di l Ilndonelsi la di lamanatkan dalam 

Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang Mata Uang Kelpada BIl. Bank Ilndonelsi la melrupakan satu-satunya 



lelmbaga yang belrwelnang untuk melngadarkan uang rupi lah kelpada masyarakat. Hal i lni l belrarti l ti ldak 

ada lelmbaga ataupun orang lai ln yang belrhak untuk melngeldarkan uang rupi lah yang sudah di lbuat. 

Banyaknya pelngeldaran uang palsu di l Ilndonelsi la di lkarelnakan banyak faktor, salah satunya 

yai ltu faktor elkonomi l masyarakat yang masi lh relndah. Hal i lni l di lmanfaatkan olelh pi lhak yang ti ldak 

belrtanggung jawab dalam melmbelri lkan pelkelrjaan kelpada orang yang kelsuli ltan elkonomil. Faktor 

lai lnnya yai ltu maki ln canggi lhnya telknologi l dalam melni lru uang rupi lah asli l. Kelmajuan telknologi l i lni l 

di lmanfaatkan untuk melngambi ll keluntungan delngan melmbuat uang palsu. 

3. Dasar Hukum dan Dampak Peredaran Uang Palsu 

Uang palsu adalah uang yang di lbuat atau di lceltak delngan tujuan melni lru uang yang sah 

untuk tujuan pelni lpuan.15 Cara Melndeltelksi l Uang Palsu: Pelri lksa tanda kelasli lan, yang telrtelra pada 

uang, Rasakan telkstur dan kuali ltas kelrtas uang, Gunakan alat bantu deltelksi l, selpelrti l deltelktor 

ultravi lolelt atau deltelktor magnelti lk, Pelri lksa ellelmeln pelngaman, selpelrti l tilnta belrpelndar atau 

hologram. 

Tilndak pi ldana pelreldaran uang palsu selndi lri l di latur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2011 telntang Mata Uang. Dan pasal 36 ayat (2) Selti lap orang yang melnyi lmpan selcara fi lsi lk delngan 

cara apa pun yang di lkeltahui lnya melrupakan Rupi lah Palsu selbagai lmana di lmaksud dalam Pasal 26 

ayat (2) di lpi ldana delngan pi ldana pelnjara pali lng lama 10 (selpuluh) tahun dan pi ldana delnda pali lng 

banyak Rp10.000.000.000,00 (selpuluh mi lli lar rupi lah). 

Rancangan Undang-Undang KUHP Telntang Uang Palsu Badan Pelmbi lnaan Hukum 

Nasi lonal Kelmelntelri lan Hukum dan Hak Asasi l Manusi la Relpubli lk Ilndonelsi la telntang Draf Naskah 

Akadelmi lk Rancangan Undang-Undang Telntang Ki ltab Undang-Undang Hukum Pildana (KUHP) 

 
15 Sippn, Pidana Bagi Penggedar Uang Palsu, https://sippn.menpan.go.id/berita/61074/rumah-tahanan-

negara-kelas-iib-pelaihari/pidana-bagi-pengeedar-uang- palsu, Di akses pada tanggal 28 Juli 2024, Pada Pukul 14.05 

WIB. 

https://sippn.menpan.go.id/berita/61074/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/pidana-bagi-pengeedar-uang-%20palsu
https://sippn.menpan.go.id/berita/61074/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/pidana-bagi-pengeedar-uang-%20palsu


melnjellaskan mata uang dan uang kelrtas selbagai l salah satu jelni ls pelmbayaran selcara uni lvelrsal tellah 

di lakui l dalam kelhi ldupan masyarakat i lntelrnasi lonal, olelh selbab i ltu, dalam rangka melwujudkan 

keltelrti lban, kelpelrcayaan, selrta melncelgah kelrugi lan dari l para pi lhak, pelrlu diljaga kelasli lannya. 

Telknologi l selkarang sangat di lmungki lnkan telrjadi lnya pelluang pelmalsuan mata uang yang akan 

melrugi lkan masyarakat, bangsa, dan nelgara. delngan delmi lki lan, pelrlu di lanti lsi lpasi l agar ti ldak telrjadi l 

pelmalsuan.16 

Kelrjasama i lntelrnasi lonal mellalui l ilntelrpol di lantaranya melmbelrantas belreldarnya mata uang 

palsu di lselluruh duni la. Untuk iltu pelngaturan pi ldana telrhadap pelmalsuan mata uang pelrlu teltap 

di latur telrkai lt belbelrapa hal yai ltu pelrbuatan melmalsu atau melni lru mata uang atau uang kelrtas yang 

di lkelluarkan olelh nelgara atau bank, belrtujuan melngeldarkan atau melnyuruh melngeldarkan selbagai l 

uang asli l dan tildak di lpalsu, selrta pelrbutan melnyi lmpan, melmbawa, atau melmasukkan kel wi llayah 

nelgara Relpubli lk Ilndonelsi la mata uang atau uang kelrtas yang palsu atau di lpalsukan, dan pelrbuatan 

pelmalsuan mata uang delngan maksud untuk melngurangi l ni llai l mata uang.17 

 Pelraturan Bank Ilndonelsi la Nomor 14/7/PBIl/2012 Telntang Pelngellolaan Uang Rupi lah Pada 

Pasal 1 Ayat (13) dan Ayat (14) melnjellaskan bahwa:11 “Uang Rupi lah Ti lruan adalah suatu belnda 

yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau delsai lnnya melnyelrupai l uang rupi lah yang di lbuat, 

di lbelntuk, di lceltak, di lgandakan, atau di leldarkan, ti ldak di lgunakan selbagai l alat pelmbayaran delngan 

melrelndahkan kelhormatan uang rupi lah selbagai l si lmbol nelgara”. “Uang Rupi lah Palsu adalah suatu 

belnda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau delsai lnnya melnyelrupai l Uang Rupi lah yang 

di lbuat, dilbelntuk, di lceltak, dilgandakan, di leldarkan, atau di lgunakan selbagai l alat pelmbayaran selcara 

mellawan hukum”. 

 
16 Badan Pembinaan Hukum Nasiona lKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

tentang Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana ( KUHP), 

hlm. 234. 
17 Ibid. 



Upaya pelnanggulangan ti lndak pi ldana pelreldaran mata uang palsu di l  Ilndonelsi la 

di lformulasi lkan dalam Ki ltab Undang-Undang Hukum  Pildana, sellai ln i ltu di lformulasi lkan juga 

dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Telntang Mata Uang dan dalam Rancangan atau 

Konselp  Ki ltab Undang-Undang Hukum    Pi ldana Ilndonelsi la. Ti lndak pi ldana keljahatan telrhadap mata 

uang di lformulasi lkan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 telntang Mata Uang dan dalam 

Konselp KUHP selbagai l upaya untuk melnyelsuai lkan pelraturan pelrundang- undangan delngan 

kondi lsi l keljahatan mata uang yang telrjadi l saat i lni l, karelna keltelntuan yang telrdapat di l dalam KUHP 

melrupakan  pelni lnggalan KUHP Bellanda yang sudah kelti lnggalan dan kurang selsuai l delngan kondi lsi l 

Nelgara Ilndonelsi la yang sudah lama melrdelka. 

 Selhi lngga keltelntuan telrselbut harus di lpelrbaharui l dalam pelraturan pelrundang-undangan18 

yang baru yang tellah di lselsuai lkan delngan kelbutuhan pelnelgakan hukum telrhadap pellaku keljahatan 

telrhadap mata uang yai ltu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Telntang  Mata Uang dan 

Konselp Ki ltab   Undang-Undang Hukum Pi ldana  Ilndonelsi la. 

Kelmampuan belrtanggung jawab melrupakan unsur kelsalahan, maka untuk melmbuktilkan 

adanya kelsalahan unsurnya di lharus di lbukti lkan lagi l. Melngi lngat hal i lni l sukar untuk di lbuktilkan dan 

melmelrlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kelmampuan belrtanggung jawab di langgap di lam-

di lam sellalu ada karelna pada umumnya selti lap orang normal bati lnnya, mampu belrtanggung jawab 

kelcuali l kalau ada tanda-tanda yang melnunjukan bahwa telrdakwa mungki ln ji lwanya ti ldak normal. 

Kelsalahan dalam arti l luas, melli lputil yai ltu selngaja atau, kellalai lan (culpa), dan dapat di l pelrtanggung 

jawabkan.19 Haki lm yang melmelri lksa dan melmutuskan pelrkara selbellum melnjatuhkan pi ldana tellah 

melndelngarkan saksi l-saksi l dan melnyelsuai lkan keltelrangan saksi l-saksi l satu sama lai ln selhi lngga 

 
18 Marpaung, IR Asina, dan Sukinta Nur Rochaeti, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi 

Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Studi Kasus Putusan 

No.211/Pid.B/2013/PN.Ska). Diponegoro Law Journal 5.3, 2016, hlm. 5. 
19 Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 111. 



dapat melnyi lmpulkan suatu hukum atau pelri lsti lwa hukum selbagai lmana yang telrjadi l. Pelrti lmbangan 

haki lm tildak hanya telrleltak pada unsur-unsur yang dildakwakan teltapi l juga melngai ltkan antara 

keltelrangan satu sama lai ln. 

4. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu 

Ilndonelsi la saat i lni l tellah melrati lfi lkasi l konvelnsi l i lntelrnasi lonal melngelnai l Pelmbelrantasan Uang 

Palsu Belselrta Protokol (Ilntelrnati lonal Convelntilon for thel Supprelssi lon of Countelrfeli lti lng Currelncy 

and Protocol, Gelnelvel 1929). Sellai ln i ltu Prelsi ldeln Relpubli lk Ilndonelsi la Melngelluarkan Pelraturan 

Prelsi ldeln Nomor 123 Tahun 2012 Telntang Badan Koordi lnasi l Pelmbelrantasan Rupi lah Palsu (PP 

BOTASUPAL).20 

Fungsil dari l Badan Koordi lnasi l Pelmbelrantasan Rupi lah Palsu (BOTASUPAL) yai ltu selbagai l 

koordi lnator dalam hal pelmbelrantasan uang palsu yang melmadukan kelgi latan dan opelrasi l 

pelmbelrantasan rupi lah palsu yang di llakukan olelh lelmbaga/i lnstasi l telrkai lt selsuai l delngan fungsi l, 

tugas, dan welwelnang masi lng-masi lng lelmbaga/i lnstasi l. Tugas dari l Botasupal yai ltu 

melngoordi lnasi lkan dan melnsi lnkroni lsasi lkan pelnyusunan kelbi ljakan pelmbelrantasan uang palsu, 

melngoordi lnasi lkan dan melnsi lnkroni lsasi lkan pellaksanaan pelmbelrantasan rupi lah palsu, 

melnganali lsi ls dan melngelvaluasi l pelmbelrantasan rupi lah palsu, melmfasi lli ltasi l kelrja sama 

pellaksanaan pelmbelrantasan rupi lah palsu, melmbuat dan melmbelri lkan relkomelndasi l kelpada 

lelmbaga/i lnstansi l telrkai lt melngelnai l pelmbelrantasan rupi lah palsu, dan melnghi lmpun data dan bahan 

keltelrangan yang telrkai lt delngan pelmbelrantasan rupi lah palsu.  

Delngan adanya Badan Koordi lnasi l Pelmbelrantasan Rupi lah Palsu (BOTASUPAL) i lnil 

di lharapkan dapat melmbelrantas pelngeldaran uang palsu di l Ilndonelsi la. BIl juga belrpelran dalam 

 
20 Denico Doly, Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu di Indonesia, Vol.V No. 09, Majalah Info Singkat 

Hukum, 2013, Hlm. 3. 

 



pelmbelrantasan uang palsu di l Ilndonelsi la, yai ltu delngan melmbelntuk suatu lelmbaga yang dapat 

melndeltelksi l kelbelradaan uang palsu yang belrnama Bank Ilndonelsi la Countelrfai lt Analysi ls Celntelr (BIl-

CAC). Adapun tujuan dari l pelmbelntukan BIl-CAC ilni l yai ltu untuk melmudahkan Botasupal atau 

pi lhak kelpoli lsi lan untuk melmbongkar jari lngan pelmalsu uang. Hal i lni l melngi lngat jari lngan pelmbuat 

dan pelngeldar uang palsu di l Ilndonelsi la cukup belsar. Upaya-upaya i lni l melrupakan upaya yang 

di ltelrapkan olelh Pelmelri lntah dan juga Lelmbaga/Ilnstansi l yang belrkai ltan delngan uang di l Ilndonelsi la, 

akan teltapi l pellaksanaan dari l pelmbelrantasan pelngeldaran uang palsu di l Ilndonelsi la bellum elfelkti lf 

olelh karelna i ltu pelrlu ada upaya lai ln yang dapat selcara elfelkti lf melmbelrantas pelngeldaran uang palsu 

di l Ilndonelsi la.21 Upaya pelnanggulangan ti lndak pi ldana pelngeldaran uang palsu juga pelrlu di llakukan 

dalam pelmbelntukan pelraturan pelrundangundangan selti lngkat undang-undang, di lmana hal i lni l 

di llakukan olelh para pelmbelntuk undang-undang yai ltu Pelmelri lntah belrsama delngan DPR.  

5. Pertimbangan Hakim 

  Haki lm dalam melnjatuhkan pi ldana harus dalam rangka melnjami ln telgaknya kelbelnaran, 

keladi llan dan kelpasti lan hukum bagi l selselorang. Jadi l, bukan hanya balas delndam, rutilni ltas pelkelrjaan 

ataupun belrsi lfat formali ltas. Melmang apabi lla ki lta kelmbali l pada hukum acara pi ldana, selcara 

seldelrhana adalah untuk melnelmukan kelbelnaran matelri ll.  

  Bahwa selbelnarnya tujuannya lelbi lh luas yai ltu22 tujuan hukum acara pi ldana adalah melncari l 

dan melnelmukan kelbelnaran matelri ll i ltu hanya melrupakan tujuan antara arti lnya ada tujuan akhi lr 

yang melnjadi l tujuan selluruh telrti lb hukum Ilndonelsi la, dalam hal i ltu melncapai l suatu masyarakat 

yang telrti lb, telntelram, damai l, adi ll dan seljahtelra. Haki lm selbagai l pelnelgak hukum dan keladi llan juga 

waji lb melnggali l, melngi lkuti l, dan melmahami l ni llai l-ni llai l hukum yang hildup dalam masyarakat, 

 
21 Ibid, Hlm. 4. 

 
22 Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 32. 



haki lm melrupakan pelrumus dan pelnggali l dari l ni llai l-ni llai l hukum yang hildup di lkalangan rakyat, 

untuk iltu, harus telrjun keltelngah-telgah masyarakat untuk melngelnal, melrasakan, dan mampu 

melnjalani l pelrasaan hukum dan rasa keladi llan yang hi ldup dalam masyarakat. Delngan delmi lki lan, 

haki lm dalam melmbelri lkan putusan yang selsuai l delngan hukum dan rasa keladi llan masyarakat. 

  Hal delmi lki lan juga melngacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 telntang 

kelkuasaan kelhaki lman pada Pasal 50 ayat (1) dilselbutkan putusan pelngadi llan sellai ln harus melmuat 

alasan dan dasar putusan, juga melmuat pasal dari l pelraturan pelrundang-undangan yang 

belrsangkutan atau sumbelr hukum tak telrtuli ls yang di ljadi lkan dasar untuk melngadi lli l. Belrhubungan 

delngan kelbelbasan haki lm, pelrlu pula di lpaparkan telntang posi lsi l haki lm yang ti ldak melmi lhak 

(i lmparti lal judgel). 

  Ilsti llah tildak melmi lhak di lsi lnil haruslah di larti lkan ti ldak harfi lah, karelna dalam melnjatuhkan 

putusannya haki lm harus melmilhak kelpada yang belnar. Dalam hal ilni l,haki lm tildak melmi lhak 

di larti lkan ti ldak belrat selbellah dalam pelrti lmbangan dan pelni llai lannya.23 Putusan di lselbut juga selbagail 

voni ls teltap adalah hasi ll akhi lr dari l pelmelri lksaan pelrkara di lsi ldang pelngadi llan.Putusan pelngadi llan 

melrupakan output suatu prosels pelradi llan di l si ldang pelngadi llan yang mellalui l prosels pelmelri lksaan 

saksi l-saksi l, pelmelri lksaan telrdakwa, pelmelri lksaan bukti l lailnnya selrta pelmelri lksaan barang bukti l.24 

Delngan adanya putusan pelngadi llan i lni l, maka para pi lhak dalam pelrkara pi ldana khususnya bagi l 

telrdakwa dapat melmpelrolelh kelpasti lan hukum telntang statusnya dan juga selkali lgus juga dapat 

melngajukan upaya-upaya hukum yang dapat di ltelmpuh sellanjutnya belrupa bandi lng atau kasasi l, 

mellakukan grasi l dan selbagai lnya. 

  Putusan pelngadi llan belrupa pelmi ldanaan di ljatuhkan kelpada telrdakwa apabi lla majelli ls haki lm 

(pelngadi llan) belrpelndapat bahwa telrdakwa tellah telrbukti l selcara sah dan melnyaki lnkan mellakukan 

 
23 Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 106. 
24 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 129-130. 



ti lndak pi ldana yang di ldakwakan kelpadanya. Putusan pelngadi llan belrupa putusan belbas (vri ljspraak) 

di ljatuhkan kelpada telrdakwa apabi lla majelli ls haki lm atau pelngadi llan belrpelndapat bahwa telrdakwa 

ti ldak telrbukti l selcara sah dan melnyaki lnkan mellakukan ti lndak pildana yang di ldakwakan kelpadanya. 

Dan putusan lelpas dari l selgala tuntutan hukum diljatuhkan kelpada telrdakwa apabi lla majelli ls hakilm 

belrpelndapat bahwa telrdakwa telrbukti l mellakukan pelrbuatan pi ldana yang di ldakwakan kelpadanya, 

teltapi l pelrbuatan telrselbut bukanlah suatu ti lndak pi ldana.25  

  Putusan haki lm sangat belrkai ltan delngan bagai lmana haki lm dalam melngelmukakan pelndapat 

atau pelrti lmbangannya belrdasarkan fakta-fakta selrta alat bukti l di lpelrsi ldangan selrta kelyaki lnan 

haki lm putusan atas suatu pelrkara. Olelh selbab i ltu haki lm melmi llilki l pelran selntral dalam melnjatuhkan 

putusan pelngadi llan. Di ldalam putusan pelngadi llan harus telrdapat pelrti lmbangan-pelrti lmbangan 

melngelnai l hal yang melmbelratkan dan melri lngankan putusan, pelrti lmbagan telrselbut di ljadi lkan alasan 

olelh haki lm dalam melnjatuhkan putusannya bai lk i ltu belrupa putusan pelmi ldanaan yang lai ln 

selbagai lnya. Pelrti lmbangan melngelnai l hal-hal yang melmbelratkan dan melri lngankan telrdakwa i lni l 

di latur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP Dalam Pasal 197 huruf d belrbunyil: 

“Pelrti lmbangan yang di lsusun selcara ri lngkas melngelnai l fakta dan keladaan belselrta alat pelmbukti lan 

yang di lpelrolelh dari l pelmelri lksaan di lsi ldang yang melnjadi l dasar pelnelntuan kelsalahan telrdakwa”.26 

  Seldangkan Pasal 197 huruf f belrbunyi l: “Pasal pelraturan pelrundang-undangan yang 

melnjadi l dasar pelmi ldanaan atau ti lndakan dan pelraturan pelrundang-undangan yang melnjadi l dasar 

hukum dari l putusan, di lselrtai l keladaan yang melmbelratkan dan melri lngankan telrdakwa”. Selbagai l 

pelnelgak hukum, haki lm melmpunyai l tugas di lbi ldang yudi lsi lal, yai ltu melnelri lma, melmelri lksa, 

melmutuskan dan melnyellelsai lkan selti lap pelrkara yang di lajukan kelpadanya. 27 

 
25 Ibid. 
26 Republik Indonesia, Bab XVI Pemeriksaab di Sidang Pengadilan, Pasal 197 huruf d KUHAP. 
27 Sutiyoso Bambang, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta, 2006, hlm. 5. 



  Pada pokok kelkuasaan kelhaki lman di latur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IlX Pasal 

24 dan Pasal 25 selrta di l dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 

1945 melnjami ln adanya selsuatu kelkuasaan kelhaki lman yang belbas. Hal i lni l telgas dilcantumkan 

dalam Pasal 24 telrutama dalam pelnjellasan Pasal 24 ayat 1 dan pelnjellasan Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Telntang Kelkuasaan Kelhaki lman, yai ltu kelkuasaan kelhaki lman 

adalah kelkuasaan nelgara yang melrdelka untuk melnyellelnggarakan pelradi llan guna melnelgakkan 

hukum dan keladi llan belrdasarkan pancasi lla dan Undang-undang Nelgara Relpubli lk Ilndonelsi la Tahun 

1945 Delmi l Telrsellelnggaranya Nelgara Hukum Relpubli lk Ilndonelsi la.28 

  Kelbelbasan haki lm pelrlu pula di lpaparkan posi lsi l haki lm yang ti ldak melmi lhak (i lmparti lal 

jugdel) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ilsti llah ti ldak melmi lhak di l si lni l 

haruslah ti ldak harfi lah, karelna dalam melnjatuhkan putusannya haki lm harus melmi lhak yang belnar. 

Dalam hal i lni l ti ldak di larti lkan tildak belrat selbellah dalam pelrti lmbangan dan pelni llai lannya. Lelbi lh 

tapatnya pelrumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pelngadi llan 

melngadi lli l melnurut hukum delngan ti ldak melmbelda-beldakan orang”.29 

  Selorang haki lm di lwaji lbkan untuk melnelgakkan hukum dan keladi llan delngan ti ldak melmi lhak. 

Haki lm dalam melmbelri l suatu keladi llan harus melnellaah telrlelbi lh dahulu telntang kelbelnaran pelri lsti lwa 

yang di lajukan kelpadanya kelmudi lan melmbelri l pelni llai lan telrhadap pelri lsti lwa telrselbut dan 

melnghubungkannya delngan hukum yang belrlaku. Seltellah i ltu haki lm baru dapat melnjatuhkan 

putusan telrhadap pelri lsti lwa telrselbut. Selorang haki lm dilanggap tahu akan hukumnya selhi lngga ti ldak 

bolelh melnolak melmelri lksa dan melngadi lli l suatu pelri lsti lwa yang di lajukan kelpadanya. Hal i lni l di latur 

dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor. 48 

Tahun 2009 yai ltu: pelngadi llan tildak bolelh melnolak untuk melmelri lksa dan melngadi lli l suatu pelrkara 

 
28 Ibid, hlm. 143. 
29 Ibid, hlm. 95. 



yang di lajukan delngan dali lh bahwa hukum ti ldak atau kurang jellas, mellai lnkan waji lb untuk 

melmelri lksa dan melngadi lli lnya. 

  Selorang haki lm dalam melnelmukan hukumnya di lpelrbolelhkan untuk belrcelrmi ln pada 

yuri lsprudelnsi ll dan pelndapat para ahli l hukum telrkelnal (doktri ln). Haki lm dalam melmbelri lkan 

putusan ti ldak hanya belrdasarkan pada ni llai l-ni llai l hukum yang hi ldup dalam masyarakat, hal i lni l 

di ljellaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 yai ltu: “Haki lm waji lb 

melnggali l, melngi lkuti l, dan melmahami l ni llai l-ni llai l hukum yang hi ldup dalam masyarakat”.30 

  Pelrti lmbangan yang belrsi lfat yuri ldi ls adalah pelrti lmbangan haki lm yang di ldasarkan pada 

fakta-fakta yuri ldi ls yang telrungkap di ldalam pelrsi ldangan dan olelh undang-undang tellah di lteltapkan 

selbagai l hal yang harus di lmuat dildalam putusan. Adapun pelrti lmbangan haki lm yang dilgolongkan 

selbagai l pelrti lmbangan yuri ldi ls selcara si lstelmati ls akan di lurai lkan selbagai l belri lkut: 

 

1.  Dakwaan Jaksa Pelnuntut Umum  

  Dakwaan i lni l melrupakan dasar hukum acara pi ldana karelna belrdasarkan i ltulah pelmelri lksaan 

pelrsi ldangan di llakukan. Dakwaan sellai ln belri lsi lkan i ldelnti ltas telrdakwa juga melmuat urai lan ti lndak 

pi ldana yang di ldakwakan delngan melnyelbut waktu dan telmpat tilndak pi ldana i ltu dillakukan. Delngan 

delmi lki lan dapatlah di lkatakan bahwa pelngadi llan dalam melnjatuhkan putusan selnanti lasa 

melnjadi lkan surat dakwaan selbagai l suatu bahan pelrti lmbangan.31 

2.  Keltelrangan Telrdakwa  

  Keltelrangan telrdakwa melnurut KUHAP pasal 184 buti lr el, di lgolongkan selbagai l alat bukti l. 

Keltelrangan telrdakwa adalah apa yang di lnyatakan telrdakwa di l si ldang telntang pelbuatan yang i la 

 
30 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat 
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31 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 124-

125. 



lakukan atau yang i la keltahui l selndi lri l atau di lalami l selndilri l. Dalam prakti lk keltelrangan telrdakwa 

selri lng di lnyatakan dalam belntuk pelngakuan atau pelnolakan, bai lk selbagi lan maupun kelselluruhan 

telrhadap dakwaan pelnuntut umum dan keltelrangan yang di lsampai lkan olelh para saksi l 

 3. Keltelrangan saksi l  

 Pelngelrti lan melngelnai l saksi l dan keltelrangan saksi l dalam pelrkara pi ldana adalah bahwa 

seltellah adanya putusan telrselbut delfi lni lsi l saksi l dan keltelrangan saksi l melnjadi l orang yang ti ldak harus 

melndelngar, melli lhat, dan melngeltahui l selcara langsung dan keltelrangan saksi l dilpelrluas maknanya 

melnjadi l keltelrangan dari l saksi l melngelnai l suatu pelri lstilwa pi ldana yang di ldelngar, di lli lhat dan alami l 

selndi lri l delngan melnyelbut alasan pelngeltahuannya i ltu, telrmasuk pula keltelrangan dalam rangka 

pelnyi ldi lkan, pelnuntutan, dan pelradi llan suatu ti lndak pi ldana dari l orang yang ti ldak sellalu melndelngar, 

melli lhat dan melngalami l suatu pelri lsti lwa pi ldana. Selhi lngga sudah selharusnya keltelrangan saksi l 

telsti lmoni lum del audi ltu dapat di ljadi lkan suatu alat bukti l langsung di l pelrsi ldangan bukan hanya 

selbagai l alat bukti l peltunjuk.32 

4.  Barang-barang bukti l  

  Melski lpun barang bukti l bukan selbagai l alat bukti l, namun apabi lla pelnuntut umum 

melnyelbutkan barang bukti l i ltu dildalam surat dakwaannya, kelmudi lan melngajukannya barang bukti l 

i ltu kelpada haki lm, haki lm keltua dalam pelmelri lksaan harus melmpelrli lhatkannya, bai lk kelpada 

telrdakwa, maupun kelpada saksi l, bahkan kalau pelrlu haki lm melmbuktilkannya delngan melmbacakan 

atau melmpelrli lhatkan surat atau belri lta acara kelpada telrdakwa atau saksi l dan sellanjutnya mi lnta 

keltelrangan selpelrlunya.33 

5. Pasal-Pasal pelraturan hukum pi ldana.  

 
32 Kardono, Muhammad Hatta ddk, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Testimonium De 

Auditu, Jurnal Fakultas Hukum Universutas Malikussaleh, Vol 11 No. 1, 2023, hlm. 5-6. 
33 Rusli Muhammad Op.Cit, hlm. 133. 



Salah satu hal yang selri lng telrungkap di ldalam prosels pelrsi ldangan adalah pasal-pasal 

pelraturan hukum pi ldana. Pasal-Pasal i lni l belrmula telrli lhat dan telrungkap pada surat dakwaan jaksa 

pelnuntut umum, yang di lformulasi lkan selbagai l keltelntuan hukum pi ldana yang di llanggar olelh 

telrdakwa. Pasal-pasal telrselbut kelmudi lan di ljadi lkan dasar pelmi ldanaan atau ti lndakan olelh haki lm. 

Dalam prakti lk pelrsi ldangan, pasal pelraturan hukum pi ldana i ltu sellalu di lhubungkan delngan 

pelrbuatan telrdakwa. 

Dalam hal i lni l, pelnuntut umum dan haki lm belrusaha untuk melmbukti lkan dan melmelri lksa 

mellalu alat-alat bukti l telntang apakah pelrbuatan telrdakwa i ltu tellah atau ti ldak melmelnuhi l unsur-

unsur yang di lrumuskan dalam pasal pelraturan hukum pi ldana.apabi lla telrnyata pelrbuatan telrdakwa 

melmelnuhi l unsur-nsur dari l selti lap pasal yang di llanggar, belrarti l telrbukti llah melnurut hukum 

kelsalahan telrdakwa, yakni l tellah mellakukan pelrbuatan selpelrti l di latur dalam pasal hukum pildana 

i ltu.34 

 

J. Metode Penelitian 

 Meltodel pelnelli lti lan melrupakan suatu cara kelrja yang di llakukan untuk melmahami l objelk 

telrhadap i llmu yang belrsangkutan. Selcara umum, meltodel pelnelli lti lan adalah cara dan proseldur 

si lstelmati ls yang telrorgani lsi lr untuk melnyelli ldi lki l suatu masalah telrtelntu delngan maksud 

melndapatkan i lnformasi l agar di lgunakan selbagai l solusil atas masalah telrselbut.35  

1. Jenis, Pendekatan, Sifat, dan Analisis Data 

a) Jelni ls Pelnelli lti lan 

Jelni ls pelnelli lti lan i lnil melrupakan jelni ls pelnelli lti lan yuri ldi ls normati lf , adalah meltodel pelnelli lti lan 

hukum yang di llakukan delngan melnganali lsi ls bahan-bahan pustaka atau data selkundelr untuk 

 
34 Ibid, hlm. 135. 
35 Anton F Susanto, Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris, Sctara Prcss, Malang, 2015, hlm. 8-10. 



melmahami l hukum. Pelndelkatan i lni l juga di lkelnal selbagai l pelndelkatan kelpustakaan. yai ltu suatu cara 

anali lsi ls hasi ll pelnelli ltilan yang melnghasi llkan data delskri lpti lf anali lsi ls, yai ltu data yang di lnyatakan 

selcara telrtuli ls atau li lsan selrta juga ti lngkah laku yang nyata, yang di l telli lti l dan di lpellajari l selbagai l 

selsuatu yang utuh.36 

b) Pelndelkatan Pelnelli lti lan 

Pelndelkatan pelnelli lti lan yang di llakukan adalah pelndelkatan Pelrundang-Undangan (Statute l 

Approach) Pelndelkatan i lni l dillakukan delngan melnellaah selmua pelraturan pelrundang-undangan dan 

relgulasi l yang belrkai ltan delngan i lsu hukum. Pelndelkatan konselptual (Concelptual Approach) 

belranjak dari l pandangan-pandangan dan doktri ln-doktri ln yang belrkelmbang di l dalam i llmu 

hukum.37 

c) Si lfat Pelnelli lti lan 

Pelnelli lti lan i lni l melnggunakan si lfat pelnelli lti lan delskri lpti lf. Pelnelli ltilan adalah pelnelli lti lan yang 

belrtujuan untuk melnggabungkan selcara telpat si lfat-si lfat suatu i lndi lvi ldu, keladaaan, geljala atau 

pelnyelbaran suatu geljala atau frelkuelnsi l adanya hubungan telrtelntu antara suatu geljala delngan geljala 

lai ln dalam masyarakat.38 

2. Sumber Bahan Hukum 

Sumbelr bahan hukum yang di lgunakan dalam pelnelli lti lan i lnil, yai ltu : 

a) Bahan hukum pri lmelr, yai ltu bahan hukum yang melmpunyai l otori ltas (autori ltal). Bahan hukum 

telrselbut telrdi lri l dari l Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Telntang Mata Uang, Pasal 244 

KUHP, Pasal 245 KUHP, Pasal 246 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Telntang 

Pelncelgahan dan Pelmbelrantasan Ti lndak Pi ldana Pelncuci lan Uang. 

 
36 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2010, hlm. 192. 
37 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 133. 
38 Colid Narbuku, Metode Penelitian, Bumi Aksara, Semarang, 1997, hlm. 112. 



b) Bahan hukum selkundelr, yai ltu bahan hukum yang melmbelri lkan pelnjellasan telntang bahan hukum 

pri lmelr. Bahan hukum yang di lgunakan dalam pelnelli ltilan i lni l belrupa buku-buku hukum telrmasuk 

skri lpsi l, telsi ls, dan di lselrtasi l hukum dan jurnal-jurnal hukum dari l pelnelli lti lan selbellumnya. 

c) Bahan hukum telrsi lelr, yai ltu bahan hukum yang dapat melndukung bahan hukum pri lmelr dan 

bahan hukum selkundelr belrupa kamus- kamus hukum. Elnsi lklopeldi la, belri lta-belri lta di l meldi la 

celtak maupun onli lnel, opi lni l yang di lmuat di l meldi la masa, dan arti lkell dari l i lntelrnelt.39 

3.  Teknik Pengumpulan Data 

 Pelnelli lti lan i lnil melnggunakan meltodel pelngumpulan data mellalui l studi l dokumeln (Li lbrary 

Relselach), yai ltu delngan melncari l dan melnganali lsi ls pelraturan pelrundang-undangan selrta sumbelr 

bacaan selpelrti l buku-buku, surat kabar, arti lkell, kamus, dan juga belri lta yang di lpelrolelh dari l i lntelrnelt. 

Tujuan dan kelgunaan studi l kelpustakaan pada dasarnya untuk melnunjukkan jalan pelmelcah masalah 

dan pelnelli lti lan, maka pelnelli lti l akan lelbi lh si lap delngan pelngeltahuan yang lelbi lh dalam dan lelngkap. 

4. Analisis Data 

Bahan hukum selpelrti l pelraturan pelrundang- undangan, pelnelli lti lan studi l kelpustakaan, dan 

arti lkell-arti lkellnya di lhubungkan agar bahan hukum telrselbut selcara runtun, si lstelmati ls selhi lngga akan 

melmudahkan pelnuli ls dalam mellakukan anali lsi ls. Seltellah data telrselbut di lhasi llkan, sellanjutnya 

pelnuli ls mellakukan pelnglolahan data delngan cara kuali ltati lf yai ltu suatu cara pelnelli lti lan yang 

melnghasi llkan data delskrpti lf anali lsi ls, dilmana data telrselbut melnampi llkan angka-angka selbagai l 

pelnelli lti lannya mellai lnkan di lhasi llkan dalam belntuk pelmbahasan delngan urai lan kali lmat- kali lmat dan 

di lpaparkan dalam belntuk tulilsan.40 
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